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BUPATI PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO 

NOMOR   2    TAHUN 2026 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING  

DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PROBOLINGGO, 

 

Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan hak dasar 

masyarakat yang salah satunya adalah rumah yang layak 

huni, maka Pemerintah Kabupaten Probolinggo 

mengalokasikan dana bantuan untuk perbaikan rumah 

yang diakibatkan bencana; 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALINAN 
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  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 dan 

Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman 

Pengelolaan Keuangan serta dalam rangka tertib 

administrasi, pelaksanaan, pertanggungjawaban 

keuangan dan pelaporan penggunaan belanja tidak 

terduga, perlu mengubah ketentuan yang mengatur 

mengenai penganggaran, pelaksanaan dan 

penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan 

serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 

Evaluasi Belanja Tidak Terduga; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa                          

Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara                  

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 

Wilajah Kotapradja Surabaja dan Daerah Tingkat II 

Surabaja dengan mengubah Undang-Undang No. 12 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, 

Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa 

Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia             

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13  

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas                   

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  Lembaran  

Negara  Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 7153); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               

Nomor 4828); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4829); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020                         

Nomor 1781); 

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Penggunaan 

Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011                         

Nomor 1483); 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7                  

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebencanaan di 

Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten 

Probolinggo Tahun 2015  Nomor 07 Seri E); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2025 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah              

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Probolinggo Tahun 2025 Nomor 2 Seri D); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 

Nomor 3 Seri E); 

16. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 15 Tahun 2020 

tentang  Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten 

Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Probolinggo Tahun 2020 Nomor 15 Seri G) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo 

Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 15 Tahun 2020 

tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten 

Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Probolinggo Tahun 2022 Nomor 59 Seri G); 
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17. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 

serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga 

(Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 

Nomor 12 Seri G); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG 

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN 

PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI 

BELANJA TIDAK TERDUGA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 12                    

Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 

Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo                 

Tahun 2021 Nomor 12 Seri G), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

(1) Bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (4) huruf a diberikan dengan mempertimbangkan keadaan 

sosial dan ekonomi serta kemampuan dari korban bencana. 

(2) Bantuan perbaikan rumah masyarakat diberikan untuk memperbaiki 

bangunan rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana.  

(3) Bantuan perbaikan rumah masyarakat diberikan kepada pemilik 

bangunan rumah yang rusak, roboh atau musnah.  

(4) Bantuan perbaikan rumah masyarakat diberikan setelah dilakukan 

pendataan dan verifikasi oleh Tim Teknis yang dikoordinasikan oleh 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 
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2. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 7 

(1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan dalam 

bentuk uang, bahan bangunan dan/atau perbaikan rumah. 

(2) Besaran nilai bantuan dalam bentuk uang dan/atau bahan bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 

a. kerugian dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai                    

dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan bantuan sebesar                        

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 

b. kerugian dengan nilai diatas Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) 

sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan bantuan 

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); 

c. kerugian dengan nilai diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) 

sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan                         

bantuan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); 

d. kerugian dengan nilai diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 

sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) 

dengan bantuan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus                 

ribu rupiah); 

e. kerugian dengan nilai diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta 

rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

dengan bantuan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus               

ribu rupiah); 

f. kerugian dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 

dengan bantuan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus                  

ribu rupiah); 

g. kerugian dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 

sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan 

bantuan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah); 

h. kerugian dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dengan bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima 

ratus ribu rupiah). 
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(3) Bantuan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan kepada korban bencana sesuai kemampuan keuangan 

daerah. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan                              

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah                   

Kabupaten Probolinggo.  

 

Ditetapkan di                 Probolinggo 

pada tanggal  2  Januari 2026 

BUPATI PROBOLINGGO, 

  ttd           

MOHAMMAD HARIS 

Diundangkan di   Probolinggo 

pada tanggal  2  Januari  2026 

SEKRETARIS DAERAH 

ttd 

UGAS IRWANTO, S.Sos. M.Si 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19690515 199003 1 009 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2026 NOMOR 2 SERI G 

 

Salinan sesuai dengan aslinya: 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Pemerintahan dan Kesra 

u.b. 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

    

 

ADHY CATUR INDRA B, S.H. 

Penata Tingkat I 

NIP. 19820215 201001 1 017 


